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Feraturan Pemerintah’ Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagisn
Uruean Pemerintahan  antara: Pemerdintan. Femerntah Caerah
Propins dan Pemerintah Dasrah Kabupaten/Kota,

Paraturan Menteri Dalam Megen Momar 24 Tanun 2008 teniang
Fedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keputusan Menter Pendidikan Nastonal Rl Mo 080/UZ2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah,

Keputusan Menteri Pendid&an Masional Rl Mo 129a013004 tentang
Standar Felayanan Minimal Bidang Pendidikan;

Peraturan Gubemur Jawa Barat MNomor 7 Tahun 2007 tentang
Fedoman Panyelenggaraan Perizinan o Propirsi Jawa Baratl,

Keputusan Gubernur Jawa Barat MNomor 061/Kep 53-Org/2007
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Selu
tu di Prapinsi Jawa Barat

uran Claerah Kabupaien Bekas: Nomor 05 Tabun 2008-teniang
n Pemernniah Kabupaten Bekasi;

ran Daerah Kabupaien Bekasi Memaor OF 1ahon 2002 temtang
entukan Organisasi Perangket Dasrah Kabupaten Bekasy

ergiuran  Bupatl Bekasi MNomor 38 Tahun 2019 lentang
Penyelenggaraan Perzinan dan MNon Penzinan dan Pelimpahan
Saebagian Kewenangan Unfuk Menangani Sebagian Urusan Qtanomi
Dazrah 4i Kabupaten Bekasi,

Peraturan Bupati Bekasi Momor 85 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs sera Tata Kerna Omas
Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Zalu Pintu Kabupaten
Bekas:

Memperhatikan: 1. Akta Notans  © NURDJAJA, 5 H

Menestapkan

2.

Tanpggal 16 DESEMBER 2013

Nomar -7 -

Tentang pendirian Yayasan Pandidikan [3Em AL- LUsstams v AR GERAS]
Hasit Tim Penilai tentang Penilaian Bludi Kelayakan Serolan Swasta.

MEMUTUSKAN

PERTAMA  Membenkan izin kepada

Nama Yayasan Yayasan FPendidikan Islam Al- Lukmaniyyah
Bakasi
Adamat Villa Gading Harapan 3 Blok O 12 Ne &2,

Desa Redung Jayva, Kecamatan Babelan,
Kabupaien Bakas



KEDLA

KETIGA

KEEMFPAT

Tembiusan Yeh
1.Bupat Bekas;

Lntuk mendirikan dan menvelenggarakan Pueat Kagiatan Balaiar
Masyarakat | PKBEM |

Mama FEEM AL- LUKMANIYYAH
Alamat Villa Gading Harapan 3 Blok D12 Ne. 52,
Desa Kedung Jaya Kecamatan

Babslan, Kabupaien Sskasi
Mulai Tahun Palajaran 2017 / 2018

Femberian lzin terssbut pada diktum perlama  kepuiusan Ini
berlaku sepanjang  memaluhl semuea  ketentuan dan wajib
metakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran

Calam rangka pembinaan penyelenggarasn FPusat Kegiatan
Belajar Masyaraka! sebagimana dimaksud pada dikium perama
dilakukan gleh Sztuan Kera Perangkat Daerah yang mampunyai
hidang tugas pokok dan fungs: sesual dengan kewenangannya.

Keputusan i mulal terlaku pada tanggal diletapkan dengan
catatan bahwa apabila dikemudian han terdapat kekeliruan dalam
penetapanini axan diadakan perbaikan seperiunya.

Ditetapkan di BE:'HEE'I
Pada tanggal : £ 3 MAY 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
M TERPADU 5ATU PINTU

2 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

'I':'.nmrllnic Perkcmiaran Femesaitah l';.u]!ll.']'lilh‘ﬂ- Beknan
Dega Sukamahi Kecamatan Ciarang Pusar .
Telp 021-R997 DOGS, 021-8997 0080 — Website © www heknsikiab go.id
REKASI]

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Momor: 503. 15/ #&4 1 V | SK-PKBM | DPMPTSP (2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL FUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
T AL- LUKMANIYYAH "
DESA KEDUNG JAYA, KECAMATAN BABELAN,
KABUPATEN BEKASI

KEFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

Manimbang a. babwa pendidikan adalah tanggung pawab HKeluarga, Masyasakat
dan Pamarnntahy

b. babwa untuk meningkatkan partisipesi  masyarakal elataim
pelakisanaan pemerataan pendidkan, Yayasan Pendidikan lsltam
AL- LUKMANIYYAH BERAS! beralamat di Willa Gading Harapan 3 -
Giok D 12 No. 52 Cesse Kedung Jaya, Kecamastan Babesan,
Kabupaten Bekasi telah mengusabakan didinkannya Pusat Kegiatah
Beifajar Masyarakat | PEKBM )} AL- LUKRMANIYYAH,

¢ bahwa Yayasan Pendidikan Islam  AL- LUKMANIYYAH BEKASI
telah memilkl semua IJE."'S;-.'EI.FE'I.EI'I URtuk: program fersebil di atas

siwa uniuk maksud sebagaimana tersebul pada hurdf a, b dan C
1-“ diatas dipandang periu adanya lzin Operasional  Pusat

Wasional;

2. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tastang Pernmbangan
Keuangan Pemerniah Pusat dan Dasrah;
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU = 758 AH.01.04. Tahun 2014 ~

TENTAMNG

PEMGESAHAN Y AYASAN
MENTERI HUK UM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notars Nurdjaja, SH Nomor 004NAZ014 tengreal
15 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima
tanggal 22 Januari 2014; -

Menimbang : Bahwa setelsh dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirien Yayasan yang di
sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, skia tersebui ielsh
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
dapat disshkan;

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Teatang Yayasan {Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2001 Momer 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Momor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesis
Nomer 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 Tentang Yayasan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44300, Undang-
Undang Memor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yavasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomer 134, Tambehan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4894

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Tentang Yayasan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2013
Momor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53587

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia MNomar
M.HH-05 OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tam Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL LUKMANIY Y AH BEKASI
NPWP : 03349 .960.9-435.000

Berkedudukan di Perumahan Vila Sading Harapen 3 Blok B 13 Nomor 3, Rukun
Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan Kedung Jays. Kecamatan Babelan
Kabupaten Bekasi, scsuai dengan Akta Nomor |7 tanggal 16 Desember 2013 yang
dibuat oleh Notaris Nurdjaja, SH berkedudukan di Kota Bekasi. -

KEDUA ¢ Keputusan ini mulai berlakn sejak tanggzal ditetapkan.
Mitetapkan di Jakarta
pada tangzal 03 Pebruar 2014

A MENTERI HUKUM DAN HAR=ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR LA DNMTISTRAST HUKUM UMUM

: ¥ ;
| f

DR. ATBIR AMIN DAUDJSH M.
¢ W 19581120 198810 1 001
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